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1.1 LATAR BELAKANG

Tugas pokok Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai salah satu Badan
Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan,

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo Undang- Undang Nomor 49
Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan menyangkut keinginan, harapan
dan kebutuhan pelanggan dipenuhi. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan
tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Pengukuran kepuasan
pelanggan merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik,
lebih efisien dan lebih efektif. Apabila pelanggan merasa tidak puas terhadap suatu
pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan
tidak efisien. Hal ini terutama sangat penting bagi instansi pelayanan publik. Tingkat
kepuasan pelanggan terhadap pelayanan merupakan faktor yang penting dalam
mengembangkan suatu sistem penyediaan pelayanan yang tanggap terhadap
kebutuhan pelanggan, meminimalkan biaya dan waktu serta memaksimalkan dampak
pelayanan terhadap populasi sasaran.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam Pelaksanaan Pengukuran Kepuasan Pelanggan yaitu :
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14

Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

1.3 SASARAN

Survey kepuasaan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan
masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pelayanan publik di Pengadilan Negeri Palangkaraya. Adapun sasaran-sasaran Survei
Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai
kinerja penyelenggara pelayanan Pengadilan Negeri Palangkaraya;

b. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan di
Pengadilan Negeri Palangkaraya;

c. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam
menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Palangkaraya.



1.4 MANFAAT
Tersedianya data Index Kepuasan Masyarakat secara periodik, dapat diperoleh
manfaat sebagai berikut:
a. Mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam
penyelenggaraan pelayanan publik;
b. Mengetahui gambaran kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah
dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;

Cc. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut
hal perlu dilakukan:

1.5 TUJUAN

a. Mengetahui Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Publik Di Pengadilan Negeri
Palangkaraya;

b. Melakukan Tindak lanjut atas hasil survey kepuasan Pelanggan.
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2.1 LOKASI DAN WAKTU PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dilakukan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri
Palangkaraya pada saat jam kantor dan dilakukan secara online, dengan cara mengisi
kuesioner setelah pelanggan menerima pelayanan dan secara online melalui website

Pengadilan Negeri Palangkaraya. Data dikumpulkan dengan selang waktu Januari s.d
Maret 2023.

2.2 METODOLOGI SURVEY KEPUASAN PELAYANAN
Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif yang datanya berupa angka angka
dan dianalisis dengan teknik analisis statistik dan sebagai data pendukung dipakai data

kualitatif. Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan Pengadilan
Negeri Palangkaraya.

Variabel pada pengukuran dalam survey ini didasarkan pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang

Pedoman Umum Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan
Publik.

Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup antara lain:
a. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusansuatu
jenispelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrative.

b. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima
pelayanan, termasuk pengaduan.

c. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh
proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

d. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerimalayanan dalam mengurus

dan/atau memperoleh pelayanan daripenyelenggara yang besarnya ditetapkan
berdasarkan kesepakatanantara penyelenggara dan masyarakat.

e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yangdiberikan dan diterima

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil
dari setiapspesifikasi jenis pelayanan.



f. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki olehpelaksana meliputi
pengetahuan, keahlian, keterampilan, danpengalaman.

g. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan
penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

i. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana adalah merupakan kesanggupan dan dan kewajiban

penyelenggara untuk menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar
pelayanan.

2.3 PENGOLAHAN DATA

Analisa data pada pengukuran IKM di Pengadilan Negeri Palangkaraya ini
digunakan analisis statistik deskriptif. Kesembilan ruang lingkup tersebut diatas,
selanjutnya disusun kedalam kuesioner dengan 9 item, dengan empat option jawaban.
Adapun pensekorannya menggunakan skala likert, dengan skor 1 sampai dengan 4.
Analisis selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100 dan kategorisasi mutu pelayanan
di Pengadilan Negeri Palangkaraya ditentukan sebagai berikut :

NORMA SKOR
e MUTY PELAYANAN SKALA 100 SKALA 1-4
1 A (Sangat Baik) 88,31 - 100,00 3,5324 - 4,00
2 | B(Baik) 76,61 — 88,30 3,0644 — 3532 |
3 | C(Kurang Baik) 65,00 — 76,60 2,60 — 3,064
4 | D(Tidak Baik) 25,00 — 64,99 1,00 - 2,5996
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Berdasarkan hal itu untuk menilai kinerja Pengadilan Negeri Palangkaraya maka
Pengadilan Negeri Palangkaraya melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat dengan
output berupa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Nilai IKM tersebut menjadi salah
satu indikator kualitas pelayanan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri
Palangkaraya terhadap pencari keadilan. Dari hasil pelaksanaan survey periode Januari
sampai dengan Maret Tahun 2023, diperoleh nilai IKM sebesar 98,57 dengan Kategori
Sangat Baik. Hasil SKM tersebut terdiri dari 9 ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah
mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel Perolehan Nilai SKM Periode Januari sampai dengan Maret Tahun 2023.

RINGKASAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Nomor Ruang Lingkup Nilai Kategori Peringkat
1 Persyaratan 4,00 Sangat Baik 5
2 Prosedur 3,94 Sangat Baik 6
3 Waktu Pelayanan 3,81 Sangat Baik 9
4 Biaya/Tarif 4,00 Sangat Baik 1

Produk Spesifikasi Jenis _
5 Pelayanan 4,00 Sangat Baik 2
6 Kompetensi Pelaksana 3,90 Sangat Baik 7
T Perilaku Pelaksana 4.00 Sangat Baik 3
Penanganan Pengaduan, Saran _
8 dan Masukan 3,84 Sangat Baik 8
9 Sarana dan Prasarana 4.00 Sangat Baik 4

Hasil survei Kepuasan Masyarakat pada periode Januari - Maret Tahun 2023
diperoleh tingkat kepuasan dengan nilai sangat baik. Dari sembilan unsur yang dinilai. ada
3 (tiga) unsur yang nilainya rendah diantaranya adalah, Waktu Pelayanan, Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan, serta Kompetensi Pelaksana.
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Hasil Survei Kepuasan Pengguna pada Pengadilan Negeri Palangkaraya
diperoleh tingkat kepuasan dengan sangat baik. Namun dari hasil tersebut didapatkan
terdapat beberapa keluhan atau ketidakpuasan pengguna terhadap pelayanan. Berikut
adalah daftar keluhan atau ketidakpuasan pengguna tersebut. Adapun komentar, saran,
apresiasi, keluhan atau ketidakpuasan pengguna atas 3 (tiga) area pelayanan dengan nilai
terendah yang didapat dari pengisian kuisioner adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup Waktu Pelayanan

Waktu Pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil
analisis diperoleh rata - rata skor sebesar 3,81 berada pada interval skor 3,5324 —
4,00 kategori “Sangat Baik’. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna
layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan berada pada kategori Sangat
Baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan
pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan disajikan pada tabel berikut ini:

Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Palangkaraya
Ruang Lingkup: Waktu Pelayanan

Frekuensi
No. Jawaban Skor f %
1 Sangat Sesuai 4 24 80
2 Sesuai 3 6 20
3 Kurang Sesuai 2 0 0
4 Tidak Sesuai 1 0 0
Jumlah 30 100

maka tindak lanjut guna peningkatan pelayanan dalam ruang lingkup Waktu

Pelayanan adalah dengan memberikan informasi berupa banner pemberitahuan
Standar Pelayanan di Pengadilan Negeri Palangkaraya :
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2. Ruang Lingkup Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan
penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis diperoleh rata - rata
skor sebesar 3,84 berada pada interval skor 3,0644 — 3,532 kategori “SANGAT
BAIK". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan,
ruang lingkup Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan berada pada kategori
sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan

pengadilan, ruang lingkup Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan disajikan
pada tabel berikut ini:

Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Palangkaraya
Ruang Lingkup: Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Frekuensi
No. Jawaban Skor
f %
1 Sangat Sesuai 4 25 83,3
2 Sesuai 3 5 16,7
3 Kurang Sesuai 2 0 0,00
4 Tidak Sesuai 1 0 0,00
Jumlah 30 100

maka tindak lanjut guna peningkatan produk spesifikasi Penanganan pengaduan,

saran dan masukan adalah dengan memberikan nomor layanan pengaduan
Pengadilan Negeri Palangkaraya :
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3. Ruang Lingkup Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh
pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Dari
hasil analisis diperoleh rata - rata skor sebesar 3,90 berada pada interval skor
3,5324 — 4,00 kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat
pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana berada pada
kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan



pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana disajikan pada tabel berikut ini:

Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Palangkaraya
Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana

Frekuensi
No. Jawaban Skor f %
1 Sangat Setuju 4 27 90
2 Setuju 3 3 10
3 Kurang Setuju 2 0 0.00
4 Tidak Setuju 1 0 0.00
Jumlah 30 100

maka tindak lanjut guna peningkatan pelayanan dalam kompetensi pelaksana adalah

dengan memberikan arahan kepada petugas pelayanan PTSP oleh Hakim
Penanggungjawab PTSP :

Berdasarkan analisa masalah dan tindaklanjut yang telah dilaksanakan, diharapkan
pelayanan publik di Pengadilan Negeri Palangkaraya dapat semakin meningkat dan
mampu memberikan pelayanan yang baik kepada pencari keadilan.

Palangka Raya, 5 April 2023
KETUA PENGADILAN ERI PALANGKARAYA

H. AGUNG SULISTIYONO, S.H., S.Sos., M.Hum.



